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Yth. Ketua/Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024

di-
tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:;

. Peraturan badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

. Peraturan badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum:;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra

Penegakan Hukum Terpadu;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang

Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum:;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye
Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.



B. Bahwa dalam rangka menjalankan pelaksanaan tugas pengawasan dalam tahapan
kampanye Pemilu pada Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota
Parepare, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan
hal-hal sebagai berikut:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye
Pemilu.

- Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:

(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

a. pertemuan terbatas;

pertemuan tatap muka;
penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
Media Sosial;
Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;

rapat umum;
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debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon;
dan

—

kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf
f, dan huruf h difasilitasi oleh KPU, yang dapat didanai oleh anggaran pendapatan
dan belanja negara.

(3) Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang difasilitasi oleh KPU
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- Pasal 29 Ayat (1), (2), (3) dan (4) yang berbunyi:

(1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a.

(2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
di dalam ruangan atau di gedung tertutup, dan/atau pertemuan virtual melalui
Media Daring.

(3) Peserta Kampanye Pemilu yang diundang pada pertemuan terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan
yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling
banyak:

a. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;
b. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat Provinsi; dan

c. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten/Kota.
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(4) Undangan kepada peserta Kampanye Pemilu wajib memuat informasi mengenai
Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi,
serta petugas Kampanye Pemilu.

Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) yang berbunyi:

(1) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(2) Dalam hal pertemuan terbatas dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1
(satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia tingkat daerah.

(3) Pemberitahuan tertulis pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan juga salinannya kepada:

a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai
dengan tingkatannya.

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:

a. Hari;

tanggal;

Jjam;

tempat;

Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;

nama pembicara dan tema materi;

Jumlah peserta yang diundang;
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penanggung jawab; dan
tautan.

-

(5) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas hanya dapat membawa,
menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan: a. bendera, tanda gambar,
atau atribut Peserta Pemilu; dan/atau b. bahan Kampanye Pemilu. (6) Peserta
Kampanye Pemilu dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa
atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye
Pemilu.
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7)

2)

3)

4)
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Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang berbunyi:

1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b secara inferaktif

2) Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan:

a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
b. diluar ruangan; dan/atau
c. pertemuan melalui Media Daring.

3) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung
tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan dengan ketentuan:

a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.

4) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan
kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum
lainnya.

5) Pertemuan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
dapat dilaksanakan melalui aplikasi pertemuan tatap muka virtual.

Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang berbunyi:
Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka harus menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
dengan tingkatannya.
Dalam hal pertemuan tatap muka dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1
(satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia tingkat daerah.
Pemberitahuan tertulis pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan juga salinannya kepada:
a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan

tingkatannya.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
a. Hari;
b. tanggal;
C. jam;
d. tempat;
e. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
f. jumlah peserta yang diundang;
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g. nama pembicara;
h. tema materi Kampanye Pemilu;
I. penanggung jawab, dan
. tautan.
5) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka dapat memasang alat peraga
Kampanye Pemilu di halaman gedung atau tempat pertemuan.

- Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) yang berbunyi:

1) Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.

2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

. selebaran;

brosur;

pamflet;

poster;

stiker;

pakaian;

. penutup kepala;

SQ@ >0 Qo o o

alat minum/makan;

—

kalender;
/. kartu nama,

k. pin;

. alat tulis; dan/atau

m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebarkan,
ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum.

4) Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e:

a. selebaran, paling besar ukuran 8,25 cm (delapan koma dua puluh fima
sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter);

b. brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x
29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter), posisi terlipat 21 cm (dua
puluh satu sentimeter) x 10 cm (sepuluh sentimeter);

c. pamflet, paling besar ukuran 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua
puluh sembilan koma tujuh sentimeter);

d. poster, paling besar ukuran 40 cm (empat puluh sentimeter) x 60 cm (enam

puluh sentimeter); dan e. stiker, paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter)

x & cm (lima sentimeter).
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5) Desain dan materi pada bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta
Pemilu.

6) Peserta Pemilu mencetak bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

7) Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
memiliki nilai: a. paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan
dalam bentuk uang, b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau c. yang harganya tetap

wajar.

- Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang berbunyi:

1) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d.

2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul.

3) Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri
Peserta Pemilu.

4) Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari
sebelum masa Kampanye Pemilu.

- Pasal 35 ayat (1), dan (2) yang berbunyi:
1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
KPU, biaya pembuatan desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu
ditanggung oleh Peserta Pemilu.

Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) yang berbunyi:

1) Fasilitasi KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa
penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu.

2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan
Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.

3) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye
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Pemilu di wilayah provinsi; dan b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk
Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

4) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

5) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau
kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus
mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

7) Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling
lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

8) Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, alat peraga Kampanye Pemilu masih belum dibersihkan
oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk
dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.

C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Kampanye pada Pemilu tahun
2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di wilayah
Kota Parepare, maka Bawaslu Kota Parepare menghimbau kepada Partai Politik
Peserta Pemilu tahun 2024 diwilayah Kota Parepare agar :

1. Melakukan pemasangan alat peraga kampanye Pemilu sesuai dengan titik lokasi
yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPU Kota Parepare dengan nomor 143
tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan
Lokasi Kampanye Rapat Umum Tahun 2024 tingkat Kota Parepare.

2. Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 tahun 2023 terkait larangan memasang alat peraga kampanye
pada tempat umum yang berbunyi:

1) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
a. tempat ibadah;
b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau
perguruan tinggi;
d. gedung milik pemerintah;
e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
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f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman,
pagar, dan/atau tembok.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
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Lampiran |
Nomor 1 2l IPM.00.02/K.SN-24/11/2023
Tanggal : 30 November 2023

Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Gerakan Indonesia Raya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Golkar

Partai NasDem

Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Keadilan Sejahtera

Partai Hati Nurani Rakyat

Partai Amanat Nasional
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10. Partai Bulan Bintang

11.Partai Demokrat

12.Partai PERINDO

13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Ummat
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